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ABSTRACT  
This article examines administrative and criminal liability for the abuse of authority in 
regional economic policies in Indonesia, focusing on the potential overlap and 
criminalization of policy within the fiscal decentralization regime. The research employs a 
normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, based on an 
analysis of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the Anti-Corruption Law, 
the new National Criminal Code, as well as civil service disciplinary regulations and 
internal–external oversight mechanisms. The results indicate that abuse of authority in 
regional economic policies is manifested through misfeasance, malfeasance, and nonfeasance 
in budget management, procurement, licensing, and economic assistance schemes, which 
lead to regional financial losses and erosion of public trust. Administrative liability provides 
a corrective and preventive pathway through disciplinary sanctions and recovery of losses, 
whereas criminal liability is applied when there is proven mens rea to enrich oneself or others 
and actual state financial losses. The analysis also finds that the boundary between 
administrative error and criminal offense is often blurred, thereby triggering the 
phenomenon of criminalization of policy and creating a chilling effect on legitimate policy 
discretion. In conclusion, clear synchronization between administrative law and criminal 
law, strengthening oversight design, and establishing explicit guidelines for assessing 
discretion are essential prerequisites for ensuring accountability without stifling innovation 
in regional economic policy. 
Keywords: Administrative Liability, Criminal Liability, Abuse of Authority, Regional 
Economic Policy. 

 
ABSTRAK  
Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan 
wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang 
tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan 
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, 
berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, 
KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-
eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi 
daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam 
pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak 
pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban 
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administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan 
kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens 
rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga 
menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur 
sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi 
kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan 
hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas 
merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan 
ekonomi daerah. 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Administratif, Pertanggungjawaban Pidana, 
Penyalahgunaan Wewenang, Kebijakan Ekonomi Daerah. 
 
PENDAHULUAN  

Desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan kebijakan ekonomi daerah 
sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan 
nasional, terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pengurangan 
kesenjangan antardaerah (Islam & Sulastri, 2026). Melalui kewenangan pengelolaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan kebijakan fiskal lokal, 
pengelolaan sumber daya ekonomi strategis, serta penetapan perizinan usaha, 
pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor kunci dalam menggerakkan aktivitas 
ekonomi di tingkat lokal (Ikhsan & Sulastri, 2025a). Dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, desain desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk 
mendekatkan pelayanan publik serta memberikan ruang bagi inovasi kebijakan 
ekonomi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, 
perluasan diskresi dan kewenangan ini sekaligus meningkatkan potensi terjadinya 
penyimpangan dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika mekanisme 
pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas belum berjalan efektif (Kholik, Islam, 
dkk., 2025). Dalam konteks tersebut, pengaturan dan penegakan 
pertanggungjawaban administratif maupun pidana terhadap pejabat daerah 
menjadi prasyarat penting bagi tercapainya tata kelola kebijakan ekonomi daerah 
yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan publik. 

Di tengah harapan agar kebijakan ekonomi daerah mendorong pertumbuhan 
dan mengurangi kemiskinan, berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh 
pejabat daerah justru menunjukkan arah sebaliknya. Praktik korupsi dalam 
pengelolaan APBD, manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa, jual-beli 
perizinan usaha, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan proyek-
proyek ekonomi strategis telah berulang kali diungkap oleh aparat penegak hukum 
maupun lembaga pengawas eksternal (Kholik & Zulfaidah, 2025). Indonesia 
Corruption Watch mencatat ratusan kepala daerah pernah terjerat perkara korupsi 
dengan modus permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, suap 
perizinan, hingga pengadaan fiktif yang berimplikasi langsung pada kebocoran 
keuangan daerah dan penurunan kualitas pelayanan publik. Penyimpangan 
tersebut menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, mulai dari 
terganggunya program pengentasan kemiskinan, menurunnya kepercayaan 
investor, hingga meluasnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi 
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pemerintahan lokal (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Kerugian negara dan 
hilangnya potensi penerimaan daerah akibat korupsi kebijakan ekonomi pada 
akhirnya menghambat realisasi tujuan pembangunan yang inklusif dan 
berkelanjutan.  

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan erat antara 
maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan 
publik di tingkat daerah. Maladministrasi, sebagaimana dirumuskan dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 
mencakup perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 
wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberiannya, serta kelalaian dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun 
immateriil bagi masyarakat (Kusmayanti dkk., 2023). Dalam praktiknya, berbagai 
bentuk penyimpangan prosedur, keberpihakan, dan pengabaian asas-asas umum 
pemerintahan yang baik kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana 
korupsi, khususnya ketika terkait pengelolaan anggaran dan perizinan ekonomi. Di 
sisi lain, pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana 
terhadap pejabat pemerintah memiliki dasar, tujuan, serta konsekuensi hukum yang 
berbeda (Kholik, Zulfaidah, & Hakim, 2026). Pertanggungjawaban administratif 
berorientasi pada pemulihan tata kelola dan koreksi terhadap pelanggaran 
prosedural atau etis, sedangkan pertanggungjawaban pidana berfokus pada 
pembuktian kesalahan individu yang memenuhi unsur delik dan menjatuhkan 
sanksi yang bersifat represif (Sulastri, 2015). 

Di tengah upaya pemberantasan korupsi, muncul dilema ketika tindakan 
penegakan hukum terhadap kebijakan ekonomi daerah berpotensi bergeser menjadi 
kriminalisasi kebijakan (criminalization of policy). Pejabat daerah yang menjalankan 
diskresi dalam kebijakan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, atau 
penetapan proyek strategis kerap berada pada posisi rawan dikriminalisasi ketika 
setiap keputusan yang menimbulkan kerugian atau kontroversi publik segera 
ditafsirkan sebagai tindak pidana tanpa pembedaan yang jelas antara risiko 
kebijakan, kesalahan administratif, dan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri 
(Kholik & Zulfaidah, 2026). Perdebatan ini mengemuka, antara lain, dalam konteks 
berbagai proyek strategis nasional dan daerah yang menimbulkan penolakan 
masyarakat, dugaan pelanggaran prosedur, serta tuduhan penyalahgunaan 
wewenang, seperti dalam kasus pembangunan kawasan Rempang Eco City yang 
memunculkan temuan maladministrasi oleh Ombudsman dan sorotan luas terkait 
dampak sosial-ekonomi dan lingkungan. Situasi tersebut menegaskan pentingnya 
batas yang tegas antara ruang diskresi kebijakan yang sah dan tindakan 
penyalahgunaan wewenang yang patut dimintai pertanggungjawaban, baik secara 
administratif maupun pidana. 

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa 
pertanyaan pokok yang perlu dijawab secara sistematis. Pertama, bagaimana 
konstruksi pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana 
terhadap pejabat daerah dalam konteks penyalahgunaan wewenang pada kebijakan 
ekonomi daerah di Indonesia. Kedua, sejauh mana hubungan dan titik temu antara 
maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam implementasi kebijakan ekonomi 
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daerah, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, 
bagaimana prinsip sinkronisasi dan harmonisasi penerapan hukum administrasi 
dan hukum pidana dapat dirumuskan agar penegakan akuntabilitas pejabat publik 
tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan yang berlebihan. Sejalan dengan itu, 
tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam dasar normatif, konsep, 
dan praktik pertanggungjawaban administratif dan pidana dalam kasus 
penyalahgunaan wewenang di bidang kebijakan ekonomi daerah, serta 
merumuskan model sinkronisasi penegakan hukum yang seimbang antara 
kebutuhan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemerintahan. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 
pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya 
terkait konsep penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, dan batas 
kriminalisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis 
terhadap praktik penegakan hukum pada kasus-kasus kebijakan ekonomi daerah 
diharapkan dapat memperkaya wacana mengenai hubungan fungsional antara 
mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam kerangka tata kelola 
pemerintahan yang baik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat pengawas internal maupun eksternal, serta 
aparat penegak hukum dalam merancang desain sistem pengawasan dan 
penegakan hukum yang lebih proporsional, terukur, dan berkeadilan, sehingga 
mampu mencegah penyalahgunaan wewenang tanpa menghambat inovasi 
kebijakan ekonomi daerah yang legitimate. Pada akhirnya, urgensi reformasi 
regulasi dan kelembagaan pengawasan, termasuk penguatan hukum administrasi 
terhadap kebijakan ekonomi daerah, menjadi semakin mendesak agar 
pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan 
selaras dengan tujuan kesejahteraan sosial. 

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang 
menempatkan hukum sebagai kaidah dan asas yang tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan, doktrin, serta putusan lembaga peradilan (Efendi & Ibrahim, 
2016). Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, 
dan case approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji 
secara sistematis pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang, 
pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban pidana dalam rezim 
hukum administrasi negara dan hukum pidana, termasuk peraturan terkait 
kebijakan ekonomi daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah 
konstruksi teoretis mengenai penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, 
diskresi, dan kriminalisasi kebijakan, sehingga diperoleh kerangka analisis yang 
kokoh dan konsisten. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk 
mengkaji putusan pengadilan dan kasus konkret yang relevan dengan 
penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah sebagai basis 
penilaian terhadap penerapan norma dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan 
mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, hasil penelitian, dan 
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pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis 
terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, 
artikel jurnal, laporan lembaga negara, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan 
dengan kebijakan ekonomi daerah dan pertanggungjawaban pejabat publik. Seluruh 
bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma, 
asas, dan konsep yang ditemukan, lalu mengaitkannya dengan fakta hukum dan 
praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah. Analisis difokuskan pada 
sinkronisasi dan koherensi antara norma-norma hukum administrasi dan hukum 
pidana dalam mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban atas 
penyalahgunaan wewenang, termasuk identifikasi potensi tumpang tindih atau 
kekosongan pengaturan. Secara sistematis, penelitian ini menafsirkan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, ketentuan perundang-undangan, dan putusan 
pengadilan yang relevan untuk merumuskan argumentasi yuridis mengenai batas 
ruang diskresi, kriteria penyalahgunaan wewenang, serta desain 
pertanggungjawaban administratif dan pidana yang proporsional dalam konteks 
kebijakan ekonomi daerah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Konsep dan Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Ekonomi 
Daerah 

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks administrasi 
pemerintahan pada dasarnya merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat 
publik yang menyimpang dari tujuan pemberiannya, baik karena melampaui batas, 
mencampuradukkan, maupun menggunakan kewenangan untuk kepentingan lain 
di luar kepentingan umum (Alfathan & Sulastri, 2025). Dalam kerangka kebijakan 
ekonomi daerah, penyalahgunaan wewenang menjadi isu krusial karena 
kewenangan pengelolaan anggaran, penetapan pajak dan retribusi, pemberian 
insentif investasi, hingga penentuan proyek pembangunan strategis melekat pada 
organ pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi fiskal (Sulastri, Sanmas, 
dkk., 2025). Desentralisasi pada satu sisi diharapkan memperkuat kemandirian dan 
inovasi kebijakan ekonomi daerah, tetapi pada sisi lain membuka ruang lebih luas 
bagi distorsi kekuasaan apabila prinsip checks and balances, transparansi, dan 
akuntabilitas tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, penegasan batas-batas 
wewenang dan kriteria penyalahgunaannya memiliki arti penting untuk mencegah 
agar kebijakan ekonomi daerah tidak berubah menjadi instrumen pemupukan rente 
dan memperkuat oligarki lokal, melainkan tetap berada dalam koridor kepentingan 
publik dan keadilan sosial. 

Secara normatif, dasar hukum utama pengaturan penyalahgunaan 
wewenang dalam administrasi pemerintahan terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan 
Pasal 18 yang mengatur larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan 
wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (Arifin dkk., 2025). Ketentuan tersebut 
menggariskan bahwa setiap keputusan atau tindakan badan dan/atau pejabat 
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pemerintahan yang melampaui masa jabatan, batas wilayah, bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai tujuan pemberian wewenang 
dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pada dasarnya 
diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi (Makruf dkk., 2025). Namun, 
ketika penyalahgunaan wewenang tersebut menimbulkan kerugian keuangan 
negara atau daerah dan mengandung unsur memperkaya diri sendiri atau orang 
lain, maka ranah hukum pidana, khususnya Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, menjadi relevan melalui konstruksi delik korupsi atas 
penyalahgunaan kewenangan (Sulastri & Nurhayani, 2026). Dalam praktik 
administratif, aparat pengawasan intern dan atasan langsung pejabat yang 
bersangkutan memiliki peran awal menentukan apakah suatu perbuatan cukup 
diselesaikan secara administratif atau harus didorong menjadi perkara pidana 
korupsi, yang sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan praktisi dan 
akademisi. 

Dalam teori hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang kerap 
dipahami melalui klasifikasi misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance untuk 
menjelaskan ragam bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik. Misfeasance 
merujuk pada tindakan yang secara prinsip berada dalam lingkup kewenangan, 
tetapi dilakukan dengan cara yang salah atau menyimpang dari prosedur, misalnya 
rekayasa proses pengadaan barang dan jasa yang secara formal melalui lelang 
namun penuh kolusi dan mark-up (Fathni dkk., 2023). Malfeasance menggambarkan 
penggunaan kewenangan untuk tujuan yang secara substansial melawan hukum, 
seperti pemberian izin usaha atau penetapan insentif fiskal kepada pihak tertentu 
sebagai imbalan suap yang jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum dan 
keadilan (Sulastri, 2018). Sementara itu, nonfeasance muncul ketika pejabat tidak 
menggunakan kewenangannya padahal secara hukum berkewajiban bertindak, 
misalnya pembiaran terhadap pelanggaran kontrak proyek infrastruktur ekonomi 
daerah yang secara nyata merugikan keuangan daerah dan pelayanan publik. Ketiga 
bentuk ini dapat hadir dalam berbagai kebijakan ekonomi daerah, mulai dari 
pengadaan, perizinan, subsidi, sampai penyaluran bantuan keuangan, sehingga 
memerlukan parameter yuridis yang jelas untuk membedakan kesalahan 
administratif dan tindak pidana. 

Berbagai kasus aktual menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang 
dalam kebijakan ekonomi daerah bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan 
realitas yang berulang. Kajian terhadap kasus penyimpangan kepala daerah dalam 
pengadaan barang dan jasa memperlihatkan bagaimana kewenangan sebagai 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan untuk 
mengarahkan paket proyek kepada kroni politik dan perusahaan tertentu, yang 
kemudian berujung pada kerugian daerah bernilai miliaran rupiah. Di banyak 
daerah, skema dana hibah dan bantuan keuangan khusus kepada organisasi 
masyarakat atau pemerintah desa kerap menjadi medium penyimpangan, baik 
melalui penggelembungan besaran anggaran, penyaluran fiktif, maupun 
penyaluran dengan motif politik elektoral. Laporan dan kajian lembaga audit serta 
penelitian hukum administrasi mengonfirmasi bahwa intervensi kepala daerah 
dalam prioritas APBD dan proyek strategis ekonomi sering kali berujung pada 
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korupsi kebijakan, di mana keputusan yang tampak sah secara formal ternyata 
dibangun di atas penyalahgunaan diskresi dan konflik kepentingan yang kuat. 

Dampak penyalahgunaan wewenang terhadap tata kelola ekonomi daerah 
bersifat multidimensi, tidak hanya berupa kerugian keuangan negara dalam arti 
sempit, tetapi juga merusak ekosistem sosial dan politik lokal (Zulfaidah & Sulastri, 
2026). Kerugian keuangan daerah akibat mark-up proyek infrastruktur, pengadaan 
fiktif, atau pemberian insentif fiskal yang tidak layak mengurangi ruang fiskal untuk 
program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga 
kualitas pelayanan publik menurun dan ketimpangan ekonomi antarkelompok 
masyarakat semakin melebar (Afifah dkk., 2025). Selain itu, praktik rente dalam 
perizinan dan proyek ekonomi daerah mendorong biaya transaksi tinggi bagi pelaku 
usaha, melemahkan iklim investasi, dan menimbulkan distorsi alokasi sumber daya 
yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan 
(Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). Secara sosiologis, berulangnya skandal 
penyalahgunaan wewenang menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap 
pemerintah daerah dan institusi penegak hukum, yang dapat memicu apatisme 
politik, penurunan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, serta 
memperkuat persepsi bahwa kebijakan ekonomi hanya dinikmati oleh elit tertentu. 

Menanggapi fenomena tersebut, respon institusional dan mekanisme 
pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi 
daerah sebenarnya telah dibangun melalui berbagai instrumen. Inspektorat daerah 
dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat awal 
melakukan pengawasan preventif dan investigatif atas dugaan penyimpangan 
anggaran dan kebijakan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk identifikasi kerugian negara 
dan rekomendasi perbaikan sistem (Nuraeni dkk., 2020). Di sisi lain, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan menjalankan fungsi 
penindakan pidana korupsi yang berakar pada penyalahgunaan kewenangan, 
sedangkan Ombudsman Republik Indonesia berwenang menindaklanjuti laporan 
masyarakat terkait maladministrasi dalam pelayanan publik dan kebijakan ekonomi 
daerah (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2025). Namun, data dan laporan beberapa lembaga 
pengawas menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme ini sering terkendala oleh 
keterbatasan kapasitas, tumpang tindih kewenangan, dan budaya impunitas di 
tingkat lokal, sehingga banyak kasus berhenti pada rekomendasi administratif tanpa 
berlanjut pada pembenahan struktural ataupun proses pidana yang konsisten. 

Dengan demikian, pemahaman konseptual mengenai penyalahgunaan 
wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah perlu terus diperkuat melalui sinergi 
antara hukum administrasi dan hukum pidana agar distorsi kekuasaan dapat 
dicegah dan ditangani secara proporsional. Hukum administrasi pemerintahan 
menyediakan kerangka awal untuk menilai keabsahan kewenangan, kesesuaian 
tujuan, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
sedangkan hukum pidana korupsi bertindak sebagai ultimum remedium ketika 
pelanggaran tersebut telah mencapai tingkat kesalahan yang serius, menimbulkan 
kerugian keuangan, dan berorientasi pada keuntungan pribadi (Sulastri, 2017). 
Tanpa pemisahan yang jelas namun tetap sinergis antara kedua rezim ini, terdapat 
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risiko kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat diskresi sah pejabat daerah, 
sekaligus risiko sebaliknya berupa impunitas atas penyalahgunaan diskresi yang 
berlindung di balik jargon kebijakan publik. Penguatan standar penilaian 
penyalahgunaan wewenang, mekanisme pengawasan yang independen, serta 
kepastian relasi antara pertanggungjawaban administratif dan pidana menjadi kunci 
agar kebijakan ekonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen 
kesejahteraan, bukan sarana akumulasi rente kekuasaan. 

 
Pertanggungjawaban Administratif Pejabat Daerah atas Penyalahgunaan 
Wewenang 

Pertanggungjawaban administratif pejabat daerah pada dasarnya berpijak 
pada prinsip bahwa setiap kewenangan yang melekat pada jabatan publik harus 
digunakan sesuai tujuan pemberiannya, tidak melampaui batas, dan sejalan dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Zulfaidah, 
Kholik, & Rajak, 2026). Pasal 17 dan Pasal 18 UU tersebut menegaskan larangan bagi 
pejabat untuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau 
bertindak sewenang-wenang, dan sekaligus mengatur konsekuensi administratif 
ketika larangan itu dilanggar (Syahidin & Sulastri, 2025). Dalam konteks kebijakan 
ekonomi daerah, ketentuan ini menjadi sangat relevan karena kepala daerah dan 
pejabat terkait memegang otoritas strategis terhadap perencanaan APBD, penetapan 
prioritas belanja, alokasi subsidi, dan pemberian insentif ekonomi. 
Pertanggungjawaban administratif berfungsi sebagai instrumen utama akuntabilitas 
publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pejabat daerah 
dapat ditelusuri, dinilai kesesuaiannya dengan hukum, dan dikoreksi apabila 
menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah 
maupun kepentingan masyarakat luas. 

Bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap pejabat daerah yang melakukan 
pelanggaran kewajiban jabatan dan penyalahgunaan kewenangan secara lebih 
teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku pula bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah 
(Sulastri, Arifin, dkk., 2025). PP ini mengenal tingkatan sanksi, mulai dari sanksi 
ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sanksi sedang berupa penundaan 
kenaikan gaji atau pangkat, hingga sanksi berat seperti penurunan jabatan, 
pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan 
hormat. Hierarki sanksi mencerminkan rasionalitas hukum bahwa tidak setiap 
pelanggaran administratif harus direspons dengan hukuman maksimal, melainkan 
disesuaikan dengan derajat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, serta sikap 
kooperatif pejabat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, penegakan disiplin dan 
pemberian sanksi administratif banyak dimediasi oleh Inspektorat Daerah dan 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan Kementerian Dalam 
Negeri berwenang melakukan pembinaan umum dan, dalam kondisi tertentu, 
merekomendasikan pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme politik dan 
administratif. 
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Penerapan pertanggungjawaban administratif atas penyalahgunaan 
anggaran kebijakan ekonomi daerah tampak, misalnya, dalam kasus 
penyelewengan dana hibah dan bantuan keuangan yang ditujukan bagi UMKM 
atau organisasi masyarakat di beberapa daerah (Fikriya dkk., 2024). Penelitian yang 
dimuat dalam jurnal hukum administrasi menunjukkan bahwa kepala daerah dan 
pejabat pengelola keuangan sering memanfaatkan kewenangannya untuk 
mengarahkan alokasi dana hibah kepada kelompok dekat secara tidak proporsional, 
menyalurkan bantuan tanpa verifikasi kelayakan, atau membiarkan laporan 
pertanggungjawaban fiktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah. 
Menurut laporan-laporan audit dan kajian kebijakan publik, sebagian temuan 
tersebut diselesaikan melalui mekanisme administratif, seperti kewajiban 
mengembalikan kerugian, penjatuhan sanksi disiplin, atau pembekuan sementara 
program terkait. Berita-berita nasional juga menyoroti bagaimana temuan BPK atas 
ketidakpatuhan dalam penggunaan dana transfer ke daerah dan dana pemulihan 
ekonomi nasional berujung pada rekomendasi tindakan administratif, sebelum 
kemudian dalam kasus tertentu didalami oleh aparat penegak hukum apabila 
diduga mengandung unsur pidana korupsi. 

Meskipun kerangka normatif pertanggungjawaban administratif telah relatif 
jelas, implementasinya di tingkat daerah menghadapi berbagai hambatan struktural 
dan kultural. Intervensi politik lokal, terutama ketika pejabat yang disorot memiliki 
kedekatan dengan penguasa daerah atau aktor partai, kerap membuat rekomendasi 
Inspektorat tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan dipolitisasi sebagai 
bagian dari konflik internal (Sulastri & Nuraeni, 2019). Lemahnya kapasitas 
pengawasan internal, keterbatasan sumber daya auditor, dan ketergantungan 
struktural Inspektorat pada kepala daerah menurunkan independensi proses 
penegakan sanksi administratif. Dalam perspektif teori good governance, kondisi ini 
menunjukkan belum terwujudnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan 
penegakan hukum yang konsisten pada level pemerintahan lokal. Sementara itu, 
budaya birokrasi patrimonial yang menempatkan loyalitas personal di atas 
integritas institusional mendorong praktik “tutup mata” terhadap penyalahgunaan 
wewenang selama masih berada dalam jejaring patronase, sehingga reformasi 
birokrasi yang dicanangkan secara nasional belum sepenuhnya mengubah perilaku 
di tingkat pelaksana (Sulastri & Radiyana, 2019). 

Hubungan antara pertanggungjawaban administratif dan potensi 
pertanggungjawaban pidana menjadi penting ketika penyalahgunaan wewenang 
dalam kebijakan ekonomi daerah menimbulkan kerugian keuangan negara atau 
daerah yang signifikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian 
keuangan negara (Kholik, Syifa, dkk., 2026). Dalam tataran normatif, doktrin hukum 
administrasi menempatkan penyelesaian awal penyalahgunaan wewenang pada 
ranah administratif sesuai UU 30/2014, sedangkan hukum pidana korupsi berlaku 
sebagai ultimum remedium ketika telah ada bukti adanya niat memperkaya diri 
atau orang lain dan kerugian negara yang nyata. Pembedaan ini penting untuk 
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mencegah overlapping yang berlebihan antara kesalahan administratif dan tindak 
pidana, sekaligus menghindari kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat 
diskresi sah pejabat daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi. 

Efektivitas pertanggungjawaban administratif juga sangat ditentukan oleh 
koordinasi antar lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Inspektorat Daerah 
dan APIP berperan melakukan audit internal dan memberikan rekomendasi 
perbaikan maupun sanksi, sementara Badan Pemeriksa Keuangan melalui audit 
keuangan dan kinerja menilai tingkat kepatuhan pengelolaan APBD serta 
menyampaikan temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara (Kholik, Zulfaidah, 
Maharani, dkk., 2026). Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan 
Kepolisian memanfaatkan temuan tersebut sebagai bahan awal penyelidikan jika 
terdapat indikasi korupsi, sedangkan Ombudsman RI menindaklanjuti laporan 
masyarakat terkait maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam 
pelayanan publik dan kebijakan ekonomi. Beberapa studi akademik dan laporan 
resmi mencatat bahwa koordinasi ini belum sepenuhnya terintegrasi; mekanisme 
pelimpahan kasus dari ranah administrasi ke ranah pidana kadang tidak jelas, 
sementara rekomendasi lembaga pengawas eksternal tidak selalu dipatuhi oleh 
pemerintah daerah (Ikhsan & Sulastri, 2025). Di tengah upaya Kementerian PAN-RB 
memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah, termasuk melalui reformasi 
SPIP dan penguatan peran APIP, tantangan konsistensi dan integrasi penegakan 
akuntabilitas masih menjadi pekerjaan besar. 

Dalam perspektif ke depan, pertanggungjawaban administratif pejabat 
daerah atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah menuntut 
reformasi mekanisme pengawasan yang lebih responsif dan berorientasi pada 
pencegahan. Hukum administrasi perlu diterapkan bukan sekadar sebagai sarana 
penghukuman birokrat, tetapi sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan yang 
mendorong perbaikan prosedur, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem 
kontrol internal (Kusmayanti dkk., 2025). Hal ini perlu disertai dengan penguatan 
pendidikan etik birokrasi dan integritas bagi pejabat daerah, termasuk melalui 
kurikulum pelatihan yang menekankan tanggung jawab moral atas pengelolaan 
kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada hak-hak sosial-ekonomi warga. 
Refleksi kritis atas berbagai kasus penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa 
regulasi yang baik tanpa komitmen etik dan budaya organisasi yang berintegritas 
akan sulit mencegah distorsi kekuasaan. Sinergi antara pembenahan norma 
administrasi, konsistensi penjatuhan sanksi, koordinasi dengan penegakan pidana 
korupsi, dan investasi jangka panjang dalam pendidikan etik merupakan prasyarat 
agar kebijakan ekonomi daerah terlindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang 
dan lebih berpihak pada kepentingan publik. 

 
Pertanggungjawaban Pidana dan Korelasi dengan Kebijakan Publik 
(Criminalization of Policy) 

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam 
kebijakan ekonomi daerah tetap menjadi isu sentral dalam rezim hukum pidana 
yang baru, karena menguji batas antara kesalahan kebijakan yang bersifat 
administratif dengan perbuatan yang patut dipidana sebagai tindak pidana korupsi 
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atau tindak pidana jabatan menurut KUHP Nasional. Di satu sisi, desentralisasi 
fiskal dan otonomi daerah memberikan ruang diskresi yang luas bagi pejabat daerah 
untuk merancang dan menjalankan kebijakan anggaran, perizinan, dan proyek 
ekonomi demi kepentingan publik (Romadhoni dkk., 2025). Di sisi lain, ruang 
diskresi ini dapat ditarik ke ranah pidana ketika suatu kebijakan dinilai merugikan 
keuangan atau perekonomian negara, padahal sebagian persoalan lebih dekat 
dengan kesalahan administratif atau kegagalan manajerial. Fenomena 
criminalization of policy muncul ketika keputusan kebijakan publik yang kompleks 
diperlakukan seolah identik dengan tindak pidana, tanpa pembedaan yang 
memadai antara risiko kebijakan yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan dengan maksud menyimpang. Dalam konteks kebijakan ekonomi daerah, 
perdebatan ini semakin relevan setelah berlakunya KUHP baru dan Undang-
Undang Penyesuaian Pidana. 

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan 
wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah masih bertumpu pada Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, yang kini 
harus dibaca selaras dengan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2023) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 
Pasal 2 UU Tipikor mengatur “setiap orang” yang secara melawan hukum 
memperkaya diri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, 
sedangkan Pasal 3 menyasar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan sehingga 
merugikan keuangan negara. KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana jabatan secara lebih terintegrasi, antara lain dalam Pasal 604 tentang 
penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan atau 
perekonomian negara, serta ketentuan pemberatan pidana ketika pelaku adalah 
pejabat yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Melalui Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman dan kategori 
pidana dalam UU Tipikor serta peraturan sektoral lain diselaraskan dengan sistem 
pemidanaan KUHP baru, sehingga penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor 
terhadap pejabat daerah kini bergerak dalam kerangka pemidanaan nasional yang 
lebih terpadu. 

Fenomena criminalization of policy tetap menjadi perhatian serius dalam 
sistem baru ini, karena kegagalan kebijakan atau deviasi pencapaian program publik 
berpotensi segera dibaca sebagai tindak pidana, tanpa tahap pemisahan terlebih 
dahulu apakah kerugian yang muncul merupakan risiko kebijakan yang sah atau 
akibat penyalahgunaan wewenang dengan mens rea yang jelas. Doktrin hukum 
pidana mensyaratkan adanya kesalahan subjektif, baik dalam bentuk kesengajaan 
maupun kealpaan yang serius, sehingga tidak setiap keputusan kebijakan yang 
keliru dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Zulfaidah & Kholik, 
2026). Sementara itu, doktrin abuse of power dalam hukum administrasi 
menitikberatkan pada penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan dan 
pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 17 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
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Administrasi Pemerintahan. Ketika garis batas antara penyimpangan administratif 
dan penyalahgunaan kewenangan yang berkonsekuensi pidana tidak dirumuskan 
secara jelas dalam praktik, aparat penegak hukum cenderung menggunakan 
instrumen pidana sebagai primum remedium dalam konflik kebijakan ekonomi 
daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pejabat daerah akan bersikap 
sangat defensif dalam menggunakan diskresi, terutama di bidang ekonomi yang 
menuntut keputusan cepat dan inovatif. 

Dalam konteks tersebut, pembedaan konseptual antara pertanggungjawaban 
administratif dan pidana dalam kasus penyalahgunaan wewenang kebijakan 
ekonomi daerah harus ditegaskan secara eksplisit, termasuk dengan memperhatikan 
konfigurasi KUHP baru dan UU Penyesuaian Pidana.  

 
Tebal 1. Perbandingan Perbedaan Pertanggungjawaban 

Aspek Pertanggungjawaban 
Administratif 

Pertanggungjawaban Pidana 

Dasar hukum UU 30/2014, PP 94/2021 UU Tipikor, KUHP Nasional UU 
1/2023 dan UU 1/2026 (penyesuaian 
pidana) 

Unsur kesalahan Pelanggaran prosedur, 
kelalaian, atau diskresi tidak 
sah 

Mens rea: niat jahat atau culpa berat 
dalam menyalahgunakan 
kewenangan 

Jenis sanksi Teguran, penurunan 
pangkat, pemberhentian, 
ganti kerugian 

Penjara, denda kategori II–VI, 
perampasan aset, pemberatan karena 
jabatan 

Penegak hukum Atasan pejabat, Inspektorat, 
BPK, Ombudsman  

KPK, Kejaksaan, Kepolisian, 
Pengadilan Tipikor, Pengadilan 
Umum. 

Tujuan penegakan Korektif, preventif, 
pembelajaran kelembagaan 

Represif, deterrent, dan proteksi 
keuangan/perekonomian negara 

 
Tabel tersebut menegaskan bahwa meskipun objek perbuatan sering kali 

sama, yaitu tindakan pejabat dalam kebijakan ekonomi daerah, dimensi kesalahan, 
jenis sanksi, dan tujuan penegakan antara rezim administratif dan pidana tidak 
identik. Karena itu, keputusan untuk menarik suatu perbuatan dari ranah 
administrasi ke ranah pidana harus melalui penilaian yang cermat, termasuk dengan 
mempertimbangkan standar kesalahan yang diatur dalam UU Tipikor, KUHP baru, 
dan pedoman yang lahir dari Undang-Undang Penyesuaian Pidana. 

Dalam praktik, sejumlah kasus menunjukkan bagaimana diskresi kebijakan 
ekonomi daerah dapat berujung pada pemidanaan korupsi dan tindak pidana 
jabatan. Kajian dalam Jurnal Juridica tentang kriminalisasi kebijakan mengulas 
perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana program bantuan sosial atau 
paket ekonomi yang awalnya dirancang sebagai kebijakan publik dipersoalkan dari 
sisi penggunaan anggaran, prosedur, dan keberpihakan penerima manfaat, hingga 
kemudian ditarik ke Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor (Mulyani, 2019). Di sisi lain, 
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analisis ICW dan berbagai laporan media memperlihatkan bahwa korupsi 
pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, termasuk proyek infrastruktur 
dan pengadaan jasa terkait pembangunan ekonomi, merupakan “lahan basah” yang 
sering diusut, kini dengan rujukan ganda UU Tipikor dan Bab Tindak Pidana 
Jabatan dalam KUHP baru. Dalam beberapa pemberitaan, CNN Indonesia dan 
Kompas menyoroti pejabat daerah yang dijerat atas proyek infrastruktur wisata, 
penyaluran bansos, atau pengadaan fasilitas ekonomi lokal, di mana terjadi 
perdebatan apakah tindakan mereka merupakan penyalahgunaan kewenangan 
yang disengaja, atau sekadar kegagalan kebijakan yang semestinya diselesaikan 
melalui mekanisme administratif dan politik (CNN Indonesia, 2025). 

Implikasi sosial-politik dari penggunaan hukum pidana terhadap kebijakan 
publik daerah, khususnya setelah berlakunya KUHP baru dan UU Penyesuaian 
Pidana, patut dicermati secara kritis. Dari sisi positif, penguatan delik jabatan dan 
korupsi dalam KUHP Nasional serta penyesuaian ancaman pidana di UU Tipikor 
mempertegas bahwa aparat negara yang menyalahgunakan kewenangan dalam 
pengelolaan kebijakan ekonomi akan menghadapi sanksi berat, termasuk 
pemberatan pidana ketika penyalahgunaan dilakukan dalam kapasitas pejabat 
publik. Ini diharapkan meningkatkan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik 
terhadap keseriusan negara memberantas korupsi kebijakan. Namun di sisi lain, 
apabila pemaknaan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam praktik 
penegakan hukum tidak dibedakan secara tegas dari kesalahan administratif yang 
masih dalam batas risiko kebijakan, maka pejabat daerah berpotensi mengadopsi 
sikap ultra-hati-hati yang menghambat inovasi kebijakan ekonomi, khususnya pada 
situasi krisis atau kebutuhan respons cepat (Aziezi, 2022). Bagi masyarakat, 
ambiguitas antara penegakan hukum yang murni dan dinamika politik lokal dapat 
memunculkan kecurigaan bahwa pemidanaan atas kebijakan kadang menjadi alat 
pertarungan kekuasaan, bukan semata-mata instrumen keadilan. 

Dalam kerangka rekonstruksi hukum, sinkronisasi yang lebih tajam antara 
hukum administrasi dan hukum pidana menjadi agenda strategis agar penegakan 
hukum atas penyalahgunaan wewenang tidak mengekang kreativitas kebijakan 
ekonomi daerah. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya 
Pasal 17–22, menyediakan tahap awal untuk menilai legalitas tindakan pejabat, 
kepatuhan terhadap tujuan pemberian wewenang, dan ketaatan pada asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, sebelum suatu perbuatan dinilai layak ditarik ke 
ranah pidana. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, yang kini 
dipertegas dalam paradigma KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, 
menuntut agar instrumen pidana digunakan secara selektif: hanya ketika terdapat 
bukti kuat tentang penyalahgunaan kewenangan dengan mens rea yang nyata serta 
kerugian keuangan atau perekonomian negara yang terukur, sebagaimana diatur 
dalam UU Tipikor dan ketentuan tindak pidana jabatan dalam KUHP baru. 
Sebaliknya, kesalahan administratif, kesalahan penilaian kebijakan, atau kegagalan 
program yang diambil dengan iktikad baik seharusnya diselesaikan melalui 
mekanisme administratif, politik, dan etik, bukan semata dengan pidana. Reformasi 
hukum kebijakan ekonomi daerah karenanya perlu diarahkan pada penajaman 
parameter “menyalahgunakan wewenang”, penguatan pedoman penilaian diskresi, 
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serta koordinasi yang jelas antara lembaga pengawas dan penegak hukum dalam 
kerangka sistem pidana nasional yang baru. 

 
SIMPULAN  

Secara keseluruhan, pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa 
penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah merupakan titik temu 
krusial antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana, yang jika tidak 
dibedakan dengan cermat akan melahirkan dua risiko ekstrem: impunitas dan 
kriminalisasi kebijakan. Di tingkat administratif, UU 30 Tahun 2014 dan PP 94 Tahun 
2021 menegaskan bahwa setiap diskresi pejabat daerah harus berada dalam koridor 
tujuan pemberian kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta 
mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal, dengan spektrum sanksi yang 
bersifat korektif dan preventif. Di sisi lain, ketika penyalahgunaan kewenangan itu 
disertai mens rea untuk memperkaya diri atau pihak lain dan menimbulkan 
kerugian keuangan atau perekonomian negara, UU Tipikor yang kini dipadukan 
dengan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana menuntut 
pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang represif dan deterrent. Artikel ini 
menegaskan bahwa garis batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana 
harus ditarik melalui pengujian bertahap atas legalitas kewenangan, tujuan 
kebijakan, dan unsur kesalahan, sehingga prinsip ultimum remedium benar-benar 
dihormati. Dengan demikian, sinkronisasi yang konsisten antara hukum 
administrasi dan hukum pidana, penguatan sistem pengawasan, serta pedoman 
penilaian diskresi yang jelas menjadi prasyarat agar kebijakan ekonomi daerah 
terlindungi dari distorsi kekuasaan tanpa mematikan inovasi kebijakan yang sah 
dan beriktikad baik.  
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